BUPATI BANGKA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANGKA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (4)

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bangka Tahun 2019-2023;

bahwa guna menjamin sinergi, konsistensi dan keselarasan
antara perencanaan pusat dan daerah dalam upaya
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional
sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan
Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -
2024, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023 perlu untuk
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 595),
Undang-Undang Darurat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II termasuk Kabupatenpraja Dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 1 tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang
Dana  Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 201) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2001, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);

Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung
jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan  Informasi Laporan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
48193);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang
Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
341);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang  Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 14 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung tahun 2017 Nomor 10 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun
2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan
Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor
12 Seri D );

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2019 — 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

Menetapkan :

dan
BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 9
TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019-
2023;



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 201-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Bangka.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan  Daerah yang memimpin pelaksanaan  urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD,

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.

. Bupati adalah Bupati Bangka.
. Perangkat Daerah adalah wunsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelanggaraan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya

disingkat Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Tipe A Kabupaten Bangka.

. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa

depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.

. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang

dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata,
baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan
berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing,
maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur
pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam
jangka waktu tertentu.

Perubahan RPJMD adalah perubahan atas hasil pengendalian dan
evaluasi yang menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi
yang dirumuskan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara
penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri yang mengatur serta terjadi perubahan mendasar
mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi,
konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau
perubahan kebijakan nasional, dan tidak termasuk perubahan terhadap
target indikator kinerja, penanggung jawab program, perubahan
indikator kinerja utama.

Pemutakhiran adalah perubahan nomenklatur dan/atau kodefikasi,
penambahan dan/atau penghapusan kodefikasi dan nomenklatur serta
penyesuaian substansi perencanaan.



12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau
kegiatan masayarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.

13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang sselanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode
20 (dua puluh) tahun.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya
disingkat RPJMD, adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk
periode S (lima) tahun.

15. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat
RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

16. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut
dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode
S (lima) tahun.

17.Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja-
PD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

18.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan
pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bangka.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Sistematika Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIIT KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB IX PENUTUP



3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Dalam hal terdapat pemutakhiran Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah 2019-2023 di kemudian hari, diatur
melalui Peraturan Bupati.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BANGKA,
Cap/dto
MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto
ANDI HUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 9 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 2.14/2020)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019-2023

I. PENJELASAN UMUM

1. Dasar Pemikiran.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (4)
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun
2019 - 2023.

Bahwa guna menjamin sinergi, konsistensi dan keselarasan
antara perencanaan pusat dan daerah dalam upaya mencapai tujuan
dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam
Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -
2024, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023 perlu untuk disesuaikan.

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas
Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 2



